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ABSTRACT 
Bantuan hukum merupakan makna dari accsess to justice yaitu 

kemampuan rakyat dalam mecari dan memperoleh pemulihan hak-haknya hanya 

melalui institusi peradilan formal dan informal. Adanya pengaturan mengenai 

pemberi bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tersebut 

merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang 

miskin. Politik hukum merupakan sesuatu yang mendasari kebijakan dasar 

diundangkannya suatu regulasi dan dasar kebijakan diberlakukannya suatu 

regulasi tertentu dalam tatanan sistem hukum nasional. Pengaturan dan 

keberlakuan regulasi perbankan syari’ah di Indonesia dalam perspektif politik 

hukum Islam suatu yang patut untuk dipahami, eksistensi regulasi perbankan 

syari’ah di Indonesia saat ini memperkuat teori positivisasi hukum Islam dan 

memperkuat paradigma hukum profetik dalam sistem hukum nasional. 

Permasalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan 

terkait Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum melalui 

arbitrase Syari’ah dalam menyelesaikan sengketa perbankan Syari’ah perspektif 

politik hukum islam ? dan bagaimana pelaksaan Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2011 tentang bantuan hukum melalui arbitrase Syari’ah dalam 

menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah ? Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui lebih mendalam terhadap perspektif politik hukum Islam terkait 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum melalui arbitrase 

Syari’ah dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah, manfaat dari 

penelitian ini secara keseluruhan diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan. 

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu 

penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Pengumpulan data dilakukan 

melalui studi kepustakan (library resrech) yaitu menjadikan bahan pustaka 

sebagai sumber primer. Berdasarkan hasil analilsis maka dapat disimpulkan 

pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang 
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bantuan hukum tersebut yang paling pokok adalah memberikan bantuan hukum 

sebagai alat dalam penegakan hukum dan keadilan. Bantuan hukum tersebut 

dapat dilakukan secara eksis ketika subjek pemberi bantuan hukum, para 

penegak hukum, lembaga hukum arbitrase syari’ah (Basyarnas) berfungsi 

dengan baik. Sedangkan Pandangan politik hukum islam yang menjadi pokok 

tujuan adalah terbentuknya produk hukum yang berkeadilan berdasarkan Al-

Qur’an, Al-Hadist, Ijma dan Qias dalam konsep maupun praktiknya. Maka 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum 

melalui arbitrase Syari’ah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, 

dengan proses/mekanisme dan perjanjian yang jelas, klausul perjanjian arbitrase 

sebelum maupun sesudah perjanjian terkait sejak awal maka memberikan 

kemudahan dalam menyelesaikan sengketa perbankan maupun non perbankan. 

 

Keywords: Analisis, Undang-Undang, Bantuan Hukum 
 

 

ABSTRAK 
Legal aid is the meaning of access to justice, namely the ability of the people to 

seek and obtain restoration of their rights only through formal and informal 

justice institutions. The regulation regarding legal aid providers in Law Number 

16 of 2011 is a guarantee of the constitutional rights of poor people or groups of 

people. Legal politics is something that underlies the basic policy of 

promulgation of a regulation and the policy basis for the enactment of a certain 

regulation in the order of the national legal system. The regulation and 

enforcement of sharia banking regulations in Indonesia in the perspective of 

Islamic law politics is something that should be understood, the existence of 

sharia banking regulations in Indonesia currently strengthens the positivization 

theory of Islamic law and strengthens the prophetic legal paradigm in the 

national legal system. The problem raised in this study is how are the regulations 

related to Law Number 16 of 2011 concerning legal assistance through Sharia 

arbitration in resolving sharia banking disputes from the perspective of Islamic 

law politics? and how is the implementation of Law Number 16 of 2011 

concerning legal assistance through sharia arbitration in resolving sharia banking 

disputes? The purpose of this study is to find out more deeply about the political 

perspective of Islamic law related to Law Number 16 of 2011 concerning legal 

aid through Sharia arbitration in the settlement of sharia banking disputes, the 

benefits of this research as a whole are expected to add to the scientific treasures. 

The approach method used is normative juridical, which is a research that 

emphasizes the science of law. Data collection is done through library research 

(library research) that is using library materials as primary sources. Based on the 

results of the analysis, it can be concluded that the regulation contained in Law 

Number 16 of 2011 concerning legal aid is the most basic of providing legal 

assistance as a tool in law enforcement and justice. Such legal aid can exist when 

the subject of legal aid providers, law enforcers, sharia arbitration legal 

institutions (Basyarnas) function properly. While the political view of Islamic 

law which is the main goal is the formation of a just legal product based on the 
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Qur'an, Al-Hadith, Ijma and Qias in concept and practice. Therefore, the 

implementation of Law Number 16 of 2011 concerning legal assistance through 

Sharia arbitration in resolving sharia banking disputes, with a clear 

process/mechanism and agreement, clauses in the arbitration agreement before 

and after the relevant agreement from the beginning will provide convenience in 

resolving banking disputes and non-banking. 
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PENDAHULUAN 

Keberadaan   manusia   sebagai   makhluk   sosial,   perasaan   tenang   dan 

nyaman  pada  saat  berada  diantara  sesamanya,  didorong  dengan  adanya  tolong 

meNomorlong.Allah SWT. berfirman sebagai berikut: 

 

الله  الله

“ 

 

...dan tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. 

(Q.S. Al-Ma‟idah: 2)1Tolong  menolong  dalam  kebajikan  yakni  segala  bentuk  

dan  hal  yang membawa  kepada kemaslahatan  duniawi  dan  atau  ukhrawi,  

walaupun  hal tersebut  berarti  dengan  menolong  orang-orang  yang  tidak  

seiman.2Allah  akan senantiasa menolong hambanya yang gemar menolong 

sesamanya. Hati nurani yangtelah   diberikan   oleh   Allah   SWT. kepada   

manusia   diyakini   selalu cenderung kepada kebaikan. Rasulullah SAW. Bersabda:ِ 

 

لََ أنْعَ:لَاقَمََّ ََ نلاةًبَْرُكٍنمِْؤُمْنعََسَّفنَْنمَُوْنعَلُلهاسََّفنَايَْنُّدلِابَرُكْنِمَْنعَ،ُوْنعَلُلهايِضَرَةرَْيَرُىِبِ َِّ ََ بِ َِ سَوِوْيلَعَلُلهاىَّلصَِِّ

للهاوَِةرَِخلآاوَايَْنَُّ َُ سَيْنمََوِ،ةمَايَقِْلِامْوَيبَِرُكَمِدْبَعْلِانْوَعِفِ سَيٍرِسْعمُىلَعََرَّ للهاهَُرَتسًَامِلْسَُنمًِةبَْرُكِوْيلَعَلُلهارََّ َُ مَرَتسَْنمَََدلِافِ

إاًقْيرَِطِوِبلُلهالََّهَسًامْلِعِوْيَِ َِ لْالََ َْ دْبعَْلاامََو،ِةَّنَ َُ ناَكاسَْنمََو.ِوْيِخَأِنْوَعِفِ ََ 1فسُِمَتلْيَاًقْيِرَطَكَلو،ِةرَِخلآاوَايَْنُّدلِافِ  

 

Departemen  Agama  RI, Al-Qur‟an  dan  Terjemahnya, (Bandung:  CV.  

Diponegoro, 2005), h. 85. 2M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 3, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 13. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian merupakan cara dan kegiatan yang harus di tempuh 

berdasarkan metode ilmiah tertentu, guna untuk mencapai tujuan dari penelitian itu 

sendiri, yakni untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah.  

Obyek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah hukum itu sendiri yang 

dikonsepsikan hukum sebagai undang-undang, yakni politik hukum “legal policy” 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Studi Terhadap Pasal 13 huruf e Tentang 

Kewajiban Partai Politik). 
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Oleh karena jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penellitian 

hukum normatif, maka penelitian ini menitik beratkan pada studi pustaka. Sumber 

data yang dijadikan bahan penelitian adalah bahan hukum sekunder yang meliputi: 

a. Bahan hukum primer: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. b. Bahan hukum sekunder: bahan-

bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum 

primer seperti naskah akademik, risalah sidang, literatur, jurnal hukum, hasil-hasil 

penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Disamping itu, termasuk juga bahan 

hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumendokumen resmi.34 

“Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang  

dapat melepaskan satu dari berbagai kesulitandunia yang dialami seorang 

mu‟min, niscaya Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. 

Dan siapa yang  memudahkan  jalan  orang  yang  sedang  kesusahan  

niscaya  akan  Allah mudahkan  urusannya  di  dunia  dan  akhirat,  dan  

siapa  yang  menutupi  aib seorangmuslim,maka Allah  akan  tutupi  aibnya  

di  dunia  dan  akhirat. Allah selalu menolonghamba-Nya selama hamba-

Nya menolongsaudaranya.4Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan 

ilmu, akanAllah mudahkan baginya jalan  ke  Surga.  Sebuah  kaum  yang  

berkumpul  disalah  satu  rumah  Allah membaca  kitab-kitab  Allah  dan  

mempelajarinya  diantara  mereka,  niscaya akan  diturunkan  kepada  

mereka  ketenangan  dan  dilimpahkan  kepada  mereka rahmat,   dan   

mereka   dikelilingi   malaikat   serta   Allah   sebut-sebut   mereka kepada  

makhluk  disisi-Nya. Dan  siapayang  lambat  amalnya,  hal  itu  tidak akan 

dipercepat oleh nasabnya”. (H.R. Muslim)5 

Kesulitan-kesulitan   yang   menjadi   masalah   masyarakat   pada   

dasarnya terdapat   sarana   untukmenyelesaikannya. Regulasi   bantuan   

hukum   yang berlaku  di  Indonesia  telah  banyak.  Diantaranya  diatur  

dalam  Undang-Undang Dasar  1945  Pasal  5  ayat  (2),  Pasal  10,  Pasal  

25  huruf  (1d),  Pasal  28  huruf (f,g,h,  m  dan  i4),  KUHP,  KUHPdt,  

Undang-Undang Nomor8  Tahun  1981 tentang KUHP Pasal 54 dan Pasal 
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56, Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 tentang  HAM,  Undang-Undang 

Nomor26  Tahun  2000  tentang  Peradilan HAM,  Undang-Undang 

Nomor18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  Undang-Undang Nomor4   

Tahun   2004   tentang   Kekuasaan Kehakiman,Undang-3Imam  Abu  

Husain  Muslim  bin  Hajaj  Kusairy  an-Naysabury  ,Shahih  Muslim,  Juz  

II, Darul Fakar, Beirut LibaNomorn, 1993, h.574. Hadits Nomor2699, Bab 

keutamaan berkupul saat membaca Al-Qur‟an dan Berdzikir4Ibnu Hajar  

Al-Asqolany, Bulughul Maram min Adilatil Ahkam,Alih Bahasa Lutfi  Arif 

dkk, bulughul Maram Five in One, Cetakan ke 1, Nomorura Books, Jakarta, 

2012, h. 878. Hadits Nomor1233, Bab Kebaikan dan Silaturahmi5Hadits  

Arba‟in  An-Nawawi,  2007,    “hadits  36membantu  sesama  muslim”,  h.1, 

http://haditsarbain.wordpress.com, diakses tanggal 22 Desember 2015 

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,Undang-Undang Nomor16  Tahun  2011 

tentang Bantuan Hukum, dan sebagainya. 

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya 

atau berfungsinya norma-normahukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  

prilaku dalam  lalulintas  atau  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  

bermasyarakat  dan bernegara.  Pembelaan  yang  diperoleh  melalui  

bantuan  hukum  merupakan  hak asasi  manusia  yang  paling  mendasar  

bagi  setiap  orang  yang  meliputi  berbagai aspek dalam memperoleh 

keadilan. 

Melaksanakan  dan  memelihara  keadilan  di  bumi  merupakan  

prasyarat bagi  kebahagiaan  manusia.Hal  tersebut  merupakan  sebab  

gagasan  keadilan sedemikian   kuat   dalam   Al-Qur‟an.6 Penegakkan   

keadilan   dan   moralitas masyarakat merupakan perhatian utama Al-

Qur‟an. 

Frekuensi    dan    proporsi    perkara    yang    diterima    oleh    

Pengadilan khususnya  Pengadilan  Agama  di  Indonesia  menunjukkan  

banyak  kasus  yang melibatkan kepengacaraan dan bantuan hukum dalam 

penyelesaiannya. 

Bantuan   hukum   merupakan   makna   dari acces   to   justice yaitu 

kemampuan  rakyat  dalam  mencari  dan  memperoleh  pemulihan  hak-

haknya melalui institusi peradilan formal maupun informal.7Adanya  
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perubahan  Undang-Undang Nomor7  Tahun  1989  jo.  Undang-Undang 

Nomor3  Tahun  2006  jo.  Undang-Undang Nomor50  Tahun  2009 tentang  

Peradilan  Agama,  menghasilkan  cakupan  perkara  yang  cukup  luas, 

diantaranya  perkara ekonomiSyari‟ah.  Seiring  dengan  berkembangnya  

sistem 6Ahmad  Syafii  Maarif, Islamdan  Pancasila  Sebagai  Dasar  

Negara, (Jakarta:  Pustaka LP3IS Indonesia, 2006), h. 17.7Didi Kusnadi, 

Bantuan Hukum dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 7. 

perekonomian   Syari‟ah,   Pengadilan   Agama   sebagai   salah   satu   

pelaku kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  

beragama Islam, memiliki  peluang  yang  sangat  besar  untuk    

menyelesaikan  sengketa ekonomisyari‟ah.  Namun,  ada  jalur  lain  yang  

dapat  ditempuh  oleh  para  pihak  dalam menyelesaikan sengketa tersebut, 

yakni melalui arbitrase.  

Salahsatu  penelitian  yang  relevan  menjadi  faktor  pendukung  

kuat, berjudul  implementasi  fungsi  lembaga  arbitrase  syari‟ah  dalam  

penyelesaian sengketa   perbankan8. Pada   perkembangan ekonomi,   

arbitrase   merupakan bagian penting dalam menyelesaian sengketa.Sebelum   

lahirnya   Undang-Undang Nomor30   Tahun   1999   tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase bersandar pada Pasal 615-651  

RR,  Pasal  377  HIR,  Pasal  705  RBg,  dan  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1) 

Undang-Undang Nomor14 Tahun 1970.9 

Awal   peraturan   yang   mengatur   arbitrase   hanyadisinggung   

secara sekilas,  namunsekarang  telah  diatur  melalui  Undang-Undang  

khusus  yang mengaturnya.Arbitrase   telah   dikenal   sejak   lama   untuk   

menyelesaikan   sengketa-sengketa   diluar   pengadilan   untuk   perkara-

perkara   tertentu. 

Penyelesaian perkara   yang   bersifat   tertutup   untuk   umum   dan   

kerahasiaan   para   pihak terjamin,  cepat  dan  efisien,  menjadikan  

arbitrase  sebagai  primadona  untuk kasus-kasus tertentu seperti sengketa 

perbankan Penyelesaian masalahpada  kedua  belah pihak  memerlukan  

pemahaman mengenai  arbitrase  untuk  bentuk  kerja  sama.10Sengketa  

yang  diselesaikan melalui  arbitrase  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  

yang  dibuat  oleh  para pihak   yang   bersengketa   secara   tertulis   baik   
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sebelum   terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya 

sengketa.Kebutuhan  akses  setiap  warga  negara  atas  keadilan  dan  

kesamaan  di hadapan  hukum  merupakan  jaminan  dari  negara  Indonesia.  

Hukum  yang  ada tersebut  tidak  akan  berjalan  dan  berlaku  dengan  

sendirinya.  Adanya  gerakan bantuan hukum turut memberikan kesadaran 

hukum dan kemampuan kekuatan-kekuatan  sosial  (buruh,  tani,  

mahasiswa,  cendikiawan,  pers,  dan  sebagainya) dalam  memperjuangkan  

hak-hak  mereka  yang  sah.11Mempertahankan  hak berbagai bidang 

merupakan persoalan universal. 

Setiap   individu   memiliki   hak   untuk   membantunya   

menyelesaikan perkara  yang  ia  hadapi  dengan  jasa  bantuan  hukum.  

Penyelesaian  sengketa melalui  arbitrase  yang  secara nonlitigasi  

memposisikan  bantuan  hukum  yang diperolehnya   ialah   kebutuhan   bagi   

klien   tersebut.Peraturan   perundang-Undangan  sendiri  belum  

menjelaskan  hal  tersebut  secara  limitatif.  Tanpa adanya  bantuan  hukum  

tersebut,  para  pihak  akan  kesulitan  dalam  mengurus sendiri   proses   

sengketa   yang   dihadapi.   Maka,   tesis   ini   akan   membahas mengenai  

Analisis Undang-Undang Nomor16  Tahun  2011  tentang  Bantuan 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitianPenelitian  yang  dilaksanakan  penulis  ialah  

penelitian normatif,  yakni penelitian  yang  mengkaji  hukum  tertulis  dari  

berbagai  aspek  baik formalitas    dan    kekuatan    mengikat    suatu    

undang-undang,    dan sebagainya, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau 

implementasinya.132Penelitian    yang    dilaksanakan    penulis    ialah 

penelitian pustaka/ libarary research.Library research ialah penelitian yang   

bertujuan   untuk   mengumpulkan   data   dan   informasi   dengan bantuan    

macam-macam    material    yang    terdapat pada    ruang perpustakaan.Data  

yang  diperoleh  dengan  jalan  penelitian  tersebut dijadikan  fundasi  dasar  

dan  alat  utama  bagi  praktek  penelitian  di tengah lapangan 

Sumber  data  dalam  penelitian ini  diperoleh  dari  data  sekunder,  

yaitu  data yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  dari  sumber-sumber  yang  

berbentuk tulisan.Data  sekunder  tersebut  meliputi  bahan  hukum  primer,  
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bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.a.Bahan  Hukum  Primer,  

yaitu  sumber  data  yang  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan-catatan  

resmi  hukum  atau  risalah  dalam  pembuatan perundang-undangan   dan   

putusan   hakim.   Pada   penelitian   penulis, bahan  hukum  primer  berupa  

Undang-Undang  Bantuan  Hukum  dan Undang-Undang Arbitrase.b.Bahan   

Hukum   Sekunder,   yaitu   sumber   data   yang   berupa   semua publikasi  

tentang  hukum  (buku-buku/  kitab-kitab,  teks,  jurnal-jurnal hukum,  

komentar-komentar  atas  putusan  pengadilan,  dsb)  yang  bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi.135134Cholid Narbuko, dan Abu 

Ahmani,Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 44.135Peter 

Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum,(Jakarta: Kencana, 2009), h. 141-

142. 

Sumber  data  dalam  penelitian ini  diperoleh  dari  data  sekunder,  

yaitu  data yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  dari  sumber-sumber  yang  

berbentuk tulisan.Data  sekunder  tersebut  meliputi  bahan  hukum  primer,  

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.a.Bahan  Hukum  Primer,  

yaitu  sumber  data  yang  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan-catatan  

resmi  hukum  atau  risalah  dalam  pembuatan perundang-undangan   dan   

putusan   hakim.   Pada   penelitian   penulis, bahan  hukum  primer  berupa  

Undang-Undang  Bantuan  Hukum  dan Undang-Undang Arbitrase.b.Bahan   

Hukum   Sekunder,   yaitu   sumber   data   yang   berupa   semua publikasi  

tentang  hukum  (buku-buku/  kitab-kitab,  teks,  jurnal-jurnal hukum,  

komentar-komentar  atas  putusan  pengadilan,  dsb)  yang  bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi.135134Cholid Narbuko, dan Abu 

Ahmani,Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 44.135Peter 

Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum,(Jakarta: Kencana, 2009), h. 141-

142. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bantuan  Hukum   melaluiArbitrase Islam(Basyarnas)Perspektif Politik 

Hukum IslamPolitik  hukum nasional  terhadapkeberadaan ekonomisyari‟ahdi 

Indonesia, dapat kita lihat melalui dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek  

subtansi  hukum  yang  tercermin  dari  lahirnya  peraturan  perundang-undangan.  

Dari  aspek  kelembagaan  dapatdilihat  salah  satunya  dalam kewenangan  pada  
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peradilan  agama,  dimana  sengketa ekonomisyari‟ahmenjadi  kewenangan  

mutlak peradilan  Agama,  disamping  diakuinya keberadaan dewan 

syari‟ahnasioan  (DSN)  dan badan arbitrase syari‟ahnasional  (Basyarnas)  yang  

kedudukannya  berada  di  bawah  majelis  ulama Indonesia. Dari aspek perundang-

undangan, dapat kita lihat pada Undang-UndangNomor21  Tahun  2008 tentang 

perbankan syari‟ah,  Undang-UndangNomor19  Tahun  2008 tentang surat 

berharga syari‟ah,  Undang-UndangNomor23  Tahun  2011 tentang pengelolaan 

zakat,  dan  Undang-UndangNomor50 Tahun 2009tentang peradilan agama, 

Undang-UndangNomor41 Tahun 2004 Tentang wakaf serta yang lain-

lainnya.Pemberlakuan   hukum   perbankan syari‟ahdalam   sistem   hukum 

nasional  di  Indonesia  dilakukan  lewat  proses  evolusi  bertahap.  Pada tahapan  

awal  regulasi  perbankan syari‟ahmasih  diatur  secara  minimal  

93pada  Undang-UndangNomor7  tahun  1992  dengan  mengakomodasi  

bank dengan  prinsip  bagi  hasil.Pada  tahap  ini,  regulasi  perbankan 

syari‟ahmerupakan  respons  terhadap  praktik  bank syari‟ahyang  masih  

dipandang masih   dalam   bentuk   bank   dengan   prinsip   bagi   hasil.Pada   tahap 

selanjutnya,  regulasi  perbankan syari‟ahdiatur  dalam  Undang-UndangNomor10   

tahun   1998   dengan   mengakomodasi   bank   dengan   prinsip syari‟ah. Pada dua 

regulasi ini, bank syari‟ahdiregulasi bersamaan dengan aturan  yang  sama  dengan  

yang  mengatur  bank  konvensional.  Akhirnya, terbitlah   Undang-

UndangNomor21   tahun   2008   yang   meregulasi perbankan syari‟ahsecara 

terpisah dari bank konvensional.Sempat terjadi drama  dalam  panggung  politik  

hukum  nasional  berkaitan  dengan  regulasi perbankan syari‟ahini.Dalam  

Undang-UndangNomor3  tahun  2006 diatur   bahwa   Peradilan   Agama   

memiliki   kompetensi   absolut   dalam menyelesaikan   sengketa 

ekonomisyari‟ah.Namun,   dalam   penjelasan Pasal 55 ayat (2) masih diberikan 

pilihan (choice of forum) bagi para pihak menyelesaikan  sengketa 

ekonomisyari‟ahdi  antara  Peradilan  Agama  dan Peradilan Negeri. Akhirnya 

setelah terbitnya Putusan MK Nomor93/PUU-X/2012  semua  penjelasan  Pasal  55  

ayat  (2)  Undang-UndangNomor21 Tahun  2008  tentang  perbankan 

syari‟ahdiputuskan  bertentangan  dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat.Dalam perspektif politik hukum, realitas dinamika regulasi 

perbankan syari‟ahmemiliki   makna   tersendiri.Politik   hukum   mengandung   

dua dimensi  dalam  mengkaji  sebuah  regulasi  yaitu  dari  dimensi  kebijakan  

94dasar  mengapa  suatu  regulasi  diundangkan  (basic  policy)  dan  

dimensi kebijakan  pemberlakuan  (enactment  policy).Dari  sudut  kebijakan  dasar 
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regulasiperbankan Syari‟ahdiadakan   untuk   menjamin   terciptanya kepastikan  

hukum  bagiindustri  perbankan syari‟ahyang  terus  bertumbuh dan berkembang di 

tanah air.Dalam hal ini terbitnya Putusan MK Nomor93/PUU-X/2012  semakin  

menguatkan  regulasi  terkait  perbankan syari‟ahselain   untuk   menciptakan   

kepastian   hukum   juga   untuk   menegakkan keadilan  hukum.Respon  atas  

pertumbuhan  dan  perkembangan  industri perbankan syari‟ahdi  tanah  air  ini  

menjadi  faktor  eksternal  lahirnya regulasi perbankan syari‟ahdalam tatanan 

hukum nasional.Dari  dimensi  kebijakan  pemberlakukan  regulasi  perbankan 

syari‟ahyang  dipositifisasi  dalam  sistem  hukum  nasional  diyakini  bermanfaat 

(utility)  dan  memberikan  kemaslahatan  bagi  masyarakat  Indonesia  dan 

memiliki  tujuan  yang  seiring  sejalan  tujuan  nasional  di  bidang ekonomi. 

Dalam  teori  positifisasi  hukum,  pemberlakuan  perbankan syari‟ahdalam sistem  

hukum  nasional  memperkuat  keberadaan  teorireceptio  exit dan receptio a 

contrarioyang meneguhkan teori positifisasi hukum Islamdan sekaligus  menolak  

eksistensi  teori receptio.Dalam  paradigma  hukum profetik,pemberlakuan  hukum  

perbankan syari‟ahmenjadi  salah  satu penguat bahwa hukum Islamyang 

didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islamadalah salah satu alternatif bidang kajian 

hukum yang patut dikembangkan dan   menjadi   salah   satu   elemen   dalam   

pembinaan   dan   pembangunan hukum nasionalyang dikuatkan dengan budaya 

politik yang islami. 

95Keberadaan  Badan  Arbitrase Syari‟ahNasional  (Basyarnas)  sebagai 

lembaga  arbitrase Islamdi  Indonesia  merupakan  salah  satu  kaitan  yuridis yang  

sangat  menarik  dalam  prespektif Islam.Berdasarkan kajian  yuridis, historis  

maupun  sosiologis  keIslaman  dapat  dikemukakan  bahwa  sangat kuat landasan 

hukum yang bersumber dari Al-Qur‟an dan As-Sunnahserta Ijma‟Ulama.Terdapat  

sejumlah  alsan  dan  argumentasi  tentang  keharusan adanya Lemabaga Arbitrase 

Islamseperti halnya Badan Arbitrase Syari‟ahNasional  (Basyarnas).  Demikian  

juga  kenyataan  sosiologis  menunjukkan bahwa  masyarakat  dimanapun  sangat  

membutuhkan  suatu  lembaga  untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka 

dengan cara mudah, murah, dan memperoleh rasa   keadilan.Disamping   itu   

kedudukan   Basyarnas   jika sinergis   dengan   regulasi   peraturan   tentang   

bantuan   hukum   dalam pelaksana   penyelsaian   sengketa   semakin   ideal   jika   

menerapkan   teori maqosid  As-Syari‟ah  yang  artinya tujuannya  untuk  

kepentingan  umat/ kemaslahatan umat.Dari   segi   kajian   yuridis   formal   

keIslaman,   menunjukkan   bahwa keharusan  dan  keberadaan  Lembaga  

Arbitrase Islam(Badan  Arbitrase Syari‟ahNasional  (Basyarnas)  yang  bertujuan  
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menyelesaikan  sengketa atau   permasalahan   umat Islammerupakan   suatu   

kewajiban. Sumber hukum  yang  mengharuskan  adanya  Lembaga  Arbitrase 

Islam(Badan Arbitrase Syari‟ahNasional  (Basyarnas),  yaitu  Al-Qur‟an sebagai 

sumber hukum Islampertama.   Perintah   Allah   Swt.   Tentang   keharusan   dan 

keberadaan Lembaga Arbitrase Islamterdapat dalam Al-Qur‟an : 

 

96

الله

الله

 

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah   kamu   damaikan   antara   keduanya!   tapi   kalau   yang   satu 

melanggar  Perjanjian  terhadap  yang lain,  hendaklah  yang  melanggar Perjanjian  

itu  kamu  perangi  sampai  surut  kembali  pada  perintah  Allah. kalau  Dia  telah  

surut,  damaikanlah  antara  keduanya  menurut  keadilan, dan  hendaklah  kamu  

Berlaku  adil,  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang yang Berlakuadil. 

(QS. Al-Hujurat ayat  

(9).

الله الله

 

Dan  jika  kamu khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya, Maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari   keluarga   

perempuan.   jika   kedua   orang   hakam   itu   bermaksud Mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha MengenalQS. An-Nisa ayat 35.Dari kedua ayat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa lembaga hakam dalam  perspektif  Hukum Islamatau  

Badan  Arbitrase  dalam  perspektif Hukum Positif merupakan suatu kebutuhan 

untuk menyelesaikan sengketa umat/masyarakat  di  manapun  berada  Ukhuwah 

Islamiyah  tetap  terjaga secara  utuh.  Bahkan,  pada  Surat  Al-Hujarat  ayat  9  di  

atas  disebutkan apabila salahsatu dari keduanya melakukan wanprestasi atau 

pelanggaran (aniya),  maka  harus  diberi  sanksi  dengan  jalan  upaya  paksa  
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(diperangi). Apalagi     wanprestasi    dan    pelanggaran    tersebut    memunyai    

nilai eksekutorial,  maka  harus  dilakukan  upaya  paksa  tersebut  sesuai  dengan 

klausula perjanjian para pihak atau putusan Badan Arbitrase, baik putusan tunggal 

maupun majelis. 

97Ajaran Islammemerintahkan  bahwa  memenuhi  kewajiban  sesuai 

dengan  perjanjian  atau  yang  dijanjikan  merupakan  kewajiban  dan  apabila 

mengabaikannya atau melakukan wanprestasi atau pelanggaran merupakan dosa  

yang  harus  disanksi  hukum.  Dalam Al-Qur‟an Surat Al-maidah  ayat 1  yang  

artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  hendaklah  penuhilah 

perjanjianperjanjian” Kata uquddalam  Al-Qur‟an memunyai pengertian 

yangsangat  komprehensif,  mencangkup  keseluruhan  perjanjian. Seperti 

perjanjian  dengan  Allah  SWT.untuk  menjalankan  semua  ibadah  dan 

meninggalkan  yang  dilarang  atau  perjanjian  di  antara  manusia.Jadi  kata 

“uqud” dalam Hukum Islammemunyai lebih bayak konotasi dan lebih luas daripada 

“kontrak atau  perjanjian”  yang  terdapat  dalam  hukum  positif.Sember   Hukum 

Islamkedua,   yang   mengharuskan   adanya   Lembaga Arbitrase Islam,   yaitu   

As-Sunnah/Al-Hadist.Bayak   kejadian   dan peristiwa   yang   dialami   oleh   

Rasullah   SAW.sebagai   Arbiter   dalam menyelesaikan   sengketa   umat   dan   

mendamaikan   para   pihak   yang berselisih.   Rasullah   SAW.yang   memunyai   

gelar Al-Amin(orang terpercaya)  dalam  setiap  terjadi  perselisihan  umat  selalu  

tampil  sebagai Arbiter  Tunggal  melalui  proses  dan  sistem  Arbitrase  Ad-hoc  

yang  sesuai dengan  masa  itu.  Ketika Islamitu  terus  berkembang  dan  juga  

masalah umat Islamjuga   semakin   luas,   dengan   sendirinya   muncul   berbagai 

sengketa, tidak hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah perdata saja seperti  

konflik ekonomidari  keluarga.Tetapi  juga  merambah  kepada masalah  politik  

dan  perang.  Sebelum  lembaga  peradilan  berkembang,  

98hampir  semua  masalah  ini  diselesaikan  melalui  proses  Arbitrase,  

baik Tunggal maupun Majelis oleh Rasullah Saw dan/atau para sahabatnya.Di  

antara  para  perawi  hadist,  yaitu  At-Tirmizi,  Ibnu  Majah,  Al-Hakim dan Ibnu-

Hibbah, telah meriwayatkan bahwa:"Seorang  muslim  itu  terikat kepada  syarat  

yang  telah  disepakatinya, kecuali    syarat    yang menghalalkan    sesuatu    yang    

haram    atau mengharamkan  sesuatu  yang  halal” (HR.  Abu  Daud  dan  

Tirmidzi,  dan berkata Tirmidzi : Hadist ini hasan shohih)140Pengangkatan arbiter 

juga terdapat dalam Al-Hadits : 

106perekonomian  naional  tersebut  adalah  pengembangan  sistem 

ekonomiberdasarkan nilai Islam(Syari‟ah) dengan mengangkat prinsip-
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prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional.Arbitrase syari‟ahmerupakan  

peluang  yang  sangat  luas  dalam menyelesaikan  suatu  sengketa.  Para  

pihak  dapat  menentukan  aturan-aturan dalam berjalannya proses arbitrase, 

dibanding di pengadilan  yang telah   memiliki   aturan   formil   tertentu   

dalam   penanganan   perkara. Indonesia sendiri telah memiiki lembaga 

arbitrase yang sering digunakan oleh para pengusaha yang diantaranya 

berbasis Syari‟ah.Proses penyelesaian arbitrase yang tertutup/rahasia dan 

biaya  yang relatif  lebih  murah  sangat  dibutuhkan  dalam  bidang  

bisnis/muamalah. Sengketa   yang   dimiliki   oleh   suatu   perusahaan      

yang   tertutup   dari konsumsi publik dapat menjaga nama baik dan 

menghasilkan keuntungan yang lebih memuaskan. Pengeksposan suatu 

perkara dapat menimbulkan banyak  hal,  seperti  jatuhnya  saham,  

kurangnya  mendapat  kepercayaan publik,   kehilangan   pasar,   dan   masih   

banyak   lagi.   Maka   arbitrase merupakan jalan terbaik yang 

ditempuh.Tantangan  global  yang  dialami  setiap  negara  mengharuskan  

untuk dapat   memenuhi   kebutuhan   penduduknya.   Pada   

perkembangannya, terutama  pada  negara  industri,  para  pelaku  bisnis 

makin  marak  memilih menyelesaikan   sengketa   bisnis   melalui   mediasi   

dan/atau   arbitrase perdagangan   yang   putusannya   bersifat   final   dan   

mengikat,   rahasia  

107(sidang dilakukan secara tertutup dan tidak ada liputan pers), dan 

win-win solution yang merupakan lawan dari win lose solution.Pelaku  

bisnis  sebagai  pihak  yang  bersengketa  dibebaskan  untuk memilih   

hukum   yang   berlaku   (choice   of   law)   dan   pilihan   tempat 

pelaksanaan  persidangan  arbitrase  (seat  of  arbitration)  sesuai  dengan 

kesepakatan  tertulis  para  pihak.Pilihan  tempat  pelaksanaan  persidangan 

arbitrase  diserahkan  kepada  para  pihak  agar  dapat  memilih  tempat  atau 

negara   mana   saja   yang   dianggap   palingtepat   atau   mudah   untuk 

dijangkau padamasa depan, mungkin akanada masanya dimana lembaga 

peradilan tidak lagi menjadi pilihan utama.Jangkauan arbitrase yang telah 

banyak dikenaldi dunia internsional dapat  memicu  arbitrase  nasional  

untuk  lebih  berkembang  seperti  halnya arbitrase-arbitrase  internasional.  

Sebagaimanadi  negara-negara  maju, masyarakat   lebih   banyak   
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menyelesaikan   perkara   melalui   arbitrase, mediasi  dan  berbagai  

alternatif nonlitigasi  dibanding  menyelesaikan perkara  di  pengadilan.  

Arbitrase  seolah  diibaratkan  sebagai  pengadilan swasta  yang  mana  

proses  peradilan  secara  swasta/privat  atau  ditentukan sendiri oleh para 

pihak.Upaya sistematis dan menyeluruh untuk mengembangkan arbitrase 

memerlukan    perencanaan    pemerintah    yang    melibatkan    kebutuhan 

masyarakat,    keterlibatan    masyarakat,    pengaturan    dasar    hukum, 

pengembangan kapasitas dan berbagai dukungan anggaran serta sumber-

sumber  lain.  Jika  kasus  melalui  arbitrase  dapat  diselesaikan  sejalan  

108dengan value masyarakat, respek masyarakat yang tinggi dan 

sarana dan prasarana mendukung untuk mengembangkan arbitrase, maka 

tidak dapat dipungkiri, Indonesia dapat memiiki jalur nonlitigasi yang 

terpercaya 

 

KESIMPULAN 

Perspektif  politik  Hukum Islampada  pengaturan Undang-

UndangNomor16  tahun  2011  Tentang bantuan  hukum  merupakan  

produk hukum  yang  dapat  memberikan  pengaruh  pada  arbitrase  dalam 

proses penyelesaian sengketa perbankan syari’ah.Undang-Undangyang   

telah   lahir   berada   ditengah   masyarakat begitu  banyak  dalam  rangka  

untuk  memberikan  ketertiban,  keamanan, kenyamanan, keadilan dan 

kepastian serta melindungi hak dasar. Hukum yang  telah  ada  tersebut  

tentunya  memiliki  kekhususan  fungsi  masing masing,   seperti      dalam   

penelitian   penulis   fokus   membahas   tentang analisis Undang-

Undangbantuan  hukum Nomor16  tahun  2011  tentang bantuan hukum 

melaluiarbitrase dalam penyelesaian sengketa perbankan syari‟ah. 

Maksudnya bahwa aturan yang terdapat dalam Undang-Undangtersebut  

yang paling inti adalah memberikan bantuan hukum sebagai alat dalam  

penegakan  hukum  dan  keadilan,  akan  tetapi  tidak  akan  sinergis dari  

sisi  konsep  maupun  peraktik  yang  diorentasikan  kemaslahatan  jika tidak  

menerapkan  politik  yang  islami  dan  mengimplementasikan  prinsip 

maqosidd syari‟ah.Bantuan  hukummaupun  Basyarnasdapat 

terealisasisecara idealketika subjek pemberi bantuan hukum, para penegak 

hukum, lembaga  hukum  arbitrase syari‟ah(Basyarnas)  berfungsi  dengan  

baik. Fungsi  hukum  akan  terimplementasikan  jika  masyarakat  

memahami  dan melaksanakannya, sebaliknya jika masyarakat kurang 
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memahami bahkan tidak  memahami  dan  tidak  melaksanakannya  tidak  

mungkin  terlaksana. Maka   dengan   adanya Undang-Undangbantuan   

hukum   jelas   dalam penyelenggaraan  bantuan  hukumnya  memiliki  

kantor  dan  sekretariat tetap,   memiliki   pengurus   dan   program.   Jadi   

masyarakat   penerima bantuan hukum yang kesulitan akan dapat 

memahami dan melaksanakan peraturan  jika  pemberi  bantuan  hukum  

maksimal  dalam  sosialisasi/  

118penyuluhan  hukum  dan  maksimal  dalam  memberikan  

konsultasi  hukum secara konsisten dan countinue.2.PelaksananUndang-

Undang Nomor16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Melalui  Arbitrase  

Syari’ah dalam  Menyelesaikan  Sengketa Perbankan SyariahKeberadaan   

Badan   Arbitrase Syari‟ahNasional   (Basyarnas) sebagai  salah  satu  

contoh  lembaga  arbitrase Islamyang  ada  di  Indonesia, apabila  dilihat  

dari  aspek  yuridis  memunyai  dasar  hukum  yang  sangat kuat, yaitu 

bersumber dari Al-Qur‟an, As-Sunnah dan Ijma Ulama. Secara historis 

dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Arbitrase Islamsudah sejak   

masa   Rasulullah   SAW   dan   berkembang   sampai   sekarang   dari 

Lemabaga  Ad-Hoc  menjadi  Lembaga  Permanen.Demikian  juga  secara 

sosiologis  keberadaan  Arbitrase Islammerupakan  kebutuhan  umat  dalam 

menyelesaikan  setiap  terjadi  sengketa  di  antara  mereka  yang  meliputi 

masalah  politik,  peperangan,  perdagangan,  keluarga, ekonomidan  

bisnis.Selain juga dapat dilakukan secara murah, mudah dan cepat 

dibandingkan dengan   proses   pengadilan, Jadi   kedudukan   hukum   

Badan   Arbitrase Syari‟ahNasional  (Basyarnas)  dalam  tata  hukum  

Indonesia  memunyai landasan  hukum  yang  sangat  kuat.Badan  Arbitrase  

Muamalat  Indonesia (Basyarnas)  sebagai  lembaga  Arbitrase Islamdengan  

status  badan  hukum Yayasan  diberi  atau  memunyai  kewenangan  dalam  

upaya  penyelesaian sengketa   bisnis   para   pihak   sesuai   dengan   

Peraturan   Prosedur   Badan Arbitrase Syari‟ahNasional (Basyarnas). 

Berdasarkan hukum positif yang berlaku  yaitu  Undang-Undang Nomor14  

Tahun  1970 tentang  Ketentuan- 

119ketentuan    Pokok    Kekuasaan    Kehakiman,    pada    Pasal    3    

ayat    (1) penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dibolehkan  melalui  

lembaga Arbitrase.  Hal  demikian  juga  diatur  melalui  Undang-Undang 

Nomor30 Tahun   1999  tentang   Arbitrase   dan   Alternatif   Penyelesaian   

Sengketa.Begitu  juga  dengan  keberadaanUndang-Undang  Bantuan  

hukum  diatur secra  regulainya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  

2011  Pasal  4 ayat (2) dan Pasal 9 huruf a, b,c Beserta Pasal 14 dan lain lain  
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